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I(ATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan kesempatan kepada kami untuk dapat

menyelesaikan penJrusunan Perubahan Rencana Keda (RENJA) Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar

Lampung Tahun 2025 ini.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah suatu keharusan bagi

setiap Perangkat Daerah dalam rangka menindaklanjuti Perda Kota

Bandar Lampung no. L th 2O2L tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah 202I-2026 yang dituangkan dalam bentuk Rencana

Program dan Kegiatan yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah

pada satu tahun kedepan. Dalam penyelesaian Rencana Kerja ini telah

disesuaikan dengan alur dan mekanisme yang telah ditetapkan sebagai

panduan penulisan dan telah disinkronkan dengan arah kebijakan

Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana yang

tercantum dalam RPJMD Kota Bandar Lampung.

Demikianlah sebagai pengantar dari kami, semoga dapat dipergunakan

bagi pihak yang membutuhkan, terima kasih.

Bandar Lamprrng, JuL1, 2025

Plt. Penduduk dan

2001t2 200
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LI\MPIRAI{ 16
PERATT'RA¡T UTALIKOTA BAilDAR LI$IPUIVG
NOMOR 21 TAHI'N 20/26 TENTAIIG
PERT'BAI{AN RTNCANA KTR.'A PEMERINTAII
DATRATI TATITTN 2.O2ó

BAB I
PENDAIIULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan læmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali

diubah, teraktrir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O

tentang Crpta Kerja yang dimaksudkan untuk mewujudkan

pelaksanaan otonomi daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka

penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban

menJrursun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis,

terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan,

sebagai satu kesatuan sistem perenc€ur.aan pembangunan nasional.

Untuk setiap daerah (Kota/Kota) harus menetapkan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan

pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai

dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2AO4 juga mewajibkan setiap

Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja)

Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada

Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan

RKPD dijadikan dasar penJrusunan Rancangan Anggaran
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Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPB), Kebijakan Umum Anggaran

(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dengan berlakunya Undang-undang ini maka terjadi perubahan

pola perencanaan pembangunan daerah, dari sistem top-down (dari

atas ke bawah) sekarang bottom-up (dari bawah ke atas). Artinya, di

era Otonomi Daerah ini maka kepentingan masyarakatlah yang

menjadi prioritas utama. Untuk itu diperlukan tata kelola

pemerintahan yang baik (Good Gouernønce) yaitu penyelenggaraan

pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan

akuntabel.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa sistem perencanaan

pembangunan adalah satu kesatuan hata cata perencanaan

pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencan a pembangunan

dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan

oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat

dan daerah. Di dalamnya juga mengatur tentang peranan dan

tanggungjawab Kepala Perangkat Daerah untuk men¡rusun Renja

Perangkat Daerah. Juga keterkaitan erat antara penJrusunan RKPD

dan Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung

menJrusun perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang

berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam

program dan kegiatan Perangkat Daerah serta didalamnya memuat

sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arat:. kebijakan,

program-program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan

dalam 1 (satu) tahun, sehingga berkontribusi kepada pencapaian

tduan dan capaian program RKPD Kota Bandar Lampung.
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Perubahan Renja Perangkat Daerah ini memuat rancangan

kerangka ekonomi, program prioritas, rencana kerja dan

pendanaannya serta perkiraan maju dengan mempertimbangkan

kerangka pendanaan dan pagu indikatif, serta penyusunannya

d.engan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan

pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang

diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan

Renja Perangkat Daerah.

L.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan

Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun

2c¡25 adaLah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No.

55), Undang-Undang Damrat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara

Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956

(Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkmngan Daerah Tingkat I

Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun

1959 Nomor 73, Tambahan Iæmbaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang i.{omor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO4 Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor aa2ll;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

sebagaimana telah beberapa kali diubatr, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 65731;

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2OO9 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 161, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot8 Nomor 2,

Tambahan "Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61781;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OI9 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI9

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

63221;

7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor Ûal;

8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengatr Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 86 Tahun 2OtT tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangun€ux Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunart

Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana

PembangUnan Jangka Panjang Daerah, Rencana PembangUnan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL7 Nomor Lgl2l;

10. Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 7O Tahun 2OI9 tentang Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2OI9 Nomor 111a);

ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2OL9 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025 DINAS PP DAN KB



dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OI9

Nomor VaTl;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentâng

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2O2t tentang

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2I Nomor J4t9l;

14. Ferattrran Menteri Dalam Negeri Nomor t2 Tahun 2cl24 tentang

Pedoman PenSrusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5a3);

15. Keputusan Menteri Daiam Negeri N'omor O5O'5889 Tahun 2O2l

tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5

3406 Tahun 2024;

16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tah:un 2024 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

17. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2O2l tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tatrun 2O2L'2O26

(Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2O2l Nomor 1,);

1.8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2024

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025

2045 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor

12);

19. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 2025-2026 (Berita

Daerah Provinsi Lampung Tahun 2A23 Nomor 55);
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2O. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025

(Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);

2L. Perahrran Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2025 tentang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita

Daerah Kota Bandar t ampung Tahun 2025 Nomor 21).

I.3 Maksud dan TuJuan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian penduduk dan

Keluarga Berencana Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan

program dan kegiatan yang tertuang pada RKPD Tahun 2025 sesuai

Peraturan Walikota Bandar Lampung llomot 2I Tahun 2A25, yang

otomatis akan merubah target kinerja yang menjadi tolok ukur

penilaian kinerja Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga

Berencana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun

2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian

penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 adalah :

a. Sebagai acuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana dalarn merumuskan alokasi program dan kegiatan

Perubahan pembangunan Tahun 2025;

b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) perubahan APBD Tahun 2025;

c. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;

d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan

strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan

penganggaran tahunan Perangkat Daerah.
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t.4 Slstematika Penullsan Rencana KerJa

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pengendalian

penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung

2025 disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1. 1 Latar Belakang

I.2Landasan Hukum

1.3 Maksud dan T\rjuan

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

Bab II Evaluasi Reqia Sampat Dengan Triwulan I Tahun

Berkenaan

Bab lllRencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV Penutup
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BAB II
EYALUASI RTNJA SAMPAI DTNGAIT TRIWT'L/IN I TA}IT'N

BERKENAAN

2.L tr¡aluasi terhadap hastl RenJa Perangkat Daerah sampai de-gan

THwr¡lan I Tahr¡n berkenaan/Tahun 2O2S

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program

yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu

bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam

mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan

secara periodik.

Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana sampai dengan 28 Maret 2025 adalah

sebesar Rp. 2.807.299.807 atau 12.45 persen dari dana yâng

tersedia dalam DPA sebesar Rp.22.55I.O84.344. Perubahan

Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 disusun

berdasarkan analisa kondisi objektif permasalahan pembangunan

saat ini. Analisis kondisi objektif diharapkan dapat memberikan

gambaran permasalahan yang masih dihadapi Perangkat Daerah.

Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk

mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi

Perangkat Daerah saat ini serta estimasi kondisi yang akan

datang. Evaluasi terhadap pelaksanaan program d.an kegiatan

rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dijabarkan

sebagai berikut :

PERUBAHAN RENJATAHUN 2025 DINAS PP DAN KB



1. PROGRAM PENUNJANG URUSAIY PEMERINTAITAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

A. IIEGIATAN : Perencanaan, Penganggaran, dan Dvaluasl

KinerJa Perangkat Daerah

a. Koordinasi dan Pen¡rusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja Realisasi anggaran sebesar

Rp. 84O.00O dan untuk kinerja sebesar 5 persen.

SKPD

B. Adrntntstrasi Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi anggaran sebesar Rp. 887.904.660 dan untuk
kinerja sebesar 3O persen.

a. Penyediaan Gaji dan T\rnjangan ASN Realisasi anggaran

sebesar Rp. 866.706.66A dan untuk kinerja sebesar 30

persen.

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi

Keuangan SKPD. Realisasi anggaran sebesar Rp. 21.198.000

dan untuk kinerja sebesar 15 persen.

Koordinasi dan penJrusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD. Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk kinerja

sebesar 0 persen.

C. Admlnistrasl Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisasi anggaran sebesar Rp. O dan untuk kinerja sebesar

O persen.

a. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan

fungsi.

c
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D. Arl"'inistrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi anggaran sebesar Rp. 12.422.000 dan untuk

kinerja sebesar 8 persen.

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga

Bangunan Kantor

Realisasi anggaran sebesar Rp. Odan untuk

kinerja sebesar 60 persen.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Realisasi anggaran sebesar Rp.O dan untuk

kinerja sebesar O persen.

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.874.000 dan untuk

kinerja sebesar 50 persen.

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Realisasi anggaran sebesar Rp.9.888.OOO dan untuk

kinerja sebesar 99 persen.

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan.

Realisasi anggaran sebesar Rp. 660.000 dan untuk kinerja

sebesar 17 persen.

f. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk kinerja

sebesar O persen.

g. Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD.

Realisasi anggaran sebesar Rp.O dan untuk

kinerja sebesar O persen.
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E. Penyediaan Jasa PenunJang Urusan Pemerintahan Daerah

Realisasi anggaran sebesar Rp. 140.253.147 dan untuk

kinerja sebesar 20 persen.

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik.

Realisasi anggaran sebesar Rp. 14.253. t47 dan untuk

kinerja sebesar 1O persen.

b. Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor

Realisasi anggaran sebesar Rp. 126.000.000 dan untuk

kinerja sebesar 20 persen.

I'.Pemeliharaan Barang Mtlik Daerah PenunJang Utrrsan

Pemerintaha¡ Daerah

Realisasi anggaran sebesar Rp.3.5O5.0OO dan untuk kinerja

sebesar 2 persen.

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaa!., Biaya Pemeliharaan dan

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan. Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk
kinerja sebesar O persen.

b. Penyediaan Jasa PemeliharaarT, Biaya Pemeliharaan, Pajak,

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk
kinerja sebesar O persen.

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Realisasi anggaran sebesar Rp. 3.505.0OO dan untuk
kinerja sebesar 25 persen.

Pada program ini seluruh kegiatan telah terealisasi

sehingga capaian kinerja mencapai 23.47 persen.
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2. PROGRAM PENGENDALIA¡T PENDUDUK

Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk

Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Realisasi anggaran sebesar

Rp. O dan untuk kinerja sebesar O persen.

a. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga

Realisasi anggaran sebesar Rp.Odan untuk kinerja sebesar

0 persen.

b. Pemetaan kependudukan.

Realisasi anggaran sebesar Rp. O dan untuk kinerja

sebesar 0 persen.

c. Penyusunan kajian dampak kependud.ukan.

Realisasi anggaran sebesar Rp.O dan untuk kinerja sebesar

0 persen.

Pada program ini selurrrh kegiatan telah terealisasi

sehingga capaian kinerja mencapai 25 persen.

3. PROGRAM PEMBTNAAN KELUARGA BERtt{CAt{A ( KB I

Keglatan : Pelaksanaaû Advokasl, Komunikasí, Iaformasí dan

Edukasi (KIEI Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan

Budaya Lokal Realisasl anggaran sebesar Rp. 1.O85.125.OOO

dan untuk ktnerJa sebesar 1O persea.

a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK

sesuai Kearifan Budaya Lokal.

Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk
kinerja sebesar O persen.

b. Pengendalian Program KKBPK

Realisasi anggaran sebesar Rp.3.625.000 dan untuk
kinerja sebesar 1O persen.
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Keglatan Pendayagunaen Tenaga Penyuluh l<Bl

Lapangan KB (PKB/PLKBI Realisasl anggaran

Rp. 1.O85.5OO dan untuk klnerJa sebesar 14 persen.

Petugas

sebesar

a. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB.

Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk kinerja sebesar

0 persen.

b. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Realisasi anggaran sebesar Rp.2.166.829.400 dan untuk
kinerja sebesar 35 persen.

Kegiatan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat

aû obat kontrasepsi serta pelaksanaan KB dt Daerah

Kabupaten/Kota. Realisasl anggaran sebesar

Rp. O dan untuk kinerJa sebesar O persen.

a. Penyediaan saranan penunjang pelayanan KB.

Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 untuk
kinerja sebesar O persen.

Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan

Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan

Jejaringnya.

Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 d.an untuk
kinerja sebesar 0 persen.

c Dukungan operasional pelayanan KB Bergerak

Realisasi anggaran sebesar Rp. O dan untuk kinerja

sebesar O persen.

b
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Keglatan Pemberdayaan dan Penlngkatan Peran Serta

Organisasl Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabu¡laten/Kota

Dalam Pelaksanaan Pelayanaû dan Pemblnaan Kesertaan Ber-

I{8. Realisasi anggaran sebesaf Rp. O dan untuk kinerJa

sebesar O Persen.

a. Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra

kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayarran dan pembinaan

kesertaan Ber-KB Realisasi anggafan sebesar

Rp. O dan untuk kinerja sebesar 0 persen'

b. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di

Kampung Keluarga Berkualitas.

Realisasi anggaran sebesar Rp.O dan untuk

kinerja sebesar O Persen.

Pada program ini seluruh kegiatan telah terealisasi sehingga

capaian kinerja mencapai 10.89 persen.

4. PROGRAM KETAIIANAN DAN KÞSE¡TAHÎERAAN KELUARGA

Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melaluí

Pembinaan Ketahanan dan KeseJahteraan Keluarga

Reallsasl anggaran sebesaf Rp. 6167.2$lo,000 dan uûtuk

kinerJa sebesar 1O Persen.

a. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga (Bina Keluarga Batita (BKB), Bina Keluarga Remaja

(BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina

Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan

Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi

Keluarga). Realisasi anggaran sebesar Rp.674.250.000 dan

untuk kinerja sebesar 15 Persen.
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b. Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan

kesejahteraan keluarga (BKB, BKRBKL, PPKS, PIK-R dan

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) .

Realisasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000 dan untuk

kinerja sebesar 20 persen.

c. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola danPelaksana

(Kader) Ketahanan dan KesejahteraanKeluarga (BKB, BKR,

BKL, PPPKS, PIK-R danPemberdayaan Ekonomi

Keluarga/UPPKS) ( DAK NON FISIK ).

Realisasi anggaran sebesar Rp.O dan untuk kinerja sebesar

0 persen

Kegiatan : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta

Organlsasi Kemasyarakatan Tíngkat Daerah Kabupaten/

Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Penbinaan

Ketahanan dan KeseJahteraar Keluarga

Realísasi anggaran sebesar Rp.O dan untuk kinerJa sebesar

O persen

a.Pendayagunaan Mitra kerja dan Organisasi

Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional

Pembinaan Program Ketahanan Dan Kesejahteraa¡

Keluarga (BKB, BKRBKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan

Ekonomi Keluarga/UPPKS) Realisasi anggaran sebesar

Rp. 0 dan untuk kinerja sebesar O persen.
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b. Pelaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi

Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan

dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R

dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).

Realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dan untuk
kinerja sebesar 0 persen.

Pada program ini seluruh kegiatan telah terealisasi sehingga

capaian kinerja mencapai 26.60 persen.

Matriks Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sampai

dengan Triwulan I Tahun berkenaan/Tahun 2025 dapat dilihat pada

tabel 2.1
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BAB III

RTNCAI{A KTR.'A DAN PTT{DANAAT{ PERAÌTGKAT DATRAII

PenSrusunan program dan kegiatan yang ada berdasarkan

Kepmendagri nomor 050-5889 tahun 2021. pada Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar

Lampung adalah sebagai berikut :

A. Program PenunJang Unrsan Pemerlntahan Daerah

Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan dengan indikator/ukuran

keberhasilan yaitu Cakupan Pemenuhan Kebutuhan

Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana, yang ditunjang dengan

indikator kegiatan sebagai berikut :

a. Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan,

Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

yang Berkualitas. Adapun dokumen yang disusun adalah :

- Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang terdiri

dari : Dokumen Renja Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana. ,Dokumen Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Daerah Tahun 2025 dan Perubahan RKA Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun 2O25;

- Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Perangkat Daerah yang terdiri dari Dokumen Laporan

Evaluasi Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Tahun 2024, Dokumen Laporan

Evaluasi Renja Triwulanan Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025,

Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas
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Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun 2025; dan

Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang

terdiri dari Dokumen LPJ Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024,

Dokumen LPPD Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Tahun 2024.

B. Program Pengendalian Penduduk

Program ini dilaksanakan dengan indikator/ukuran

keberhasilan yaitu Cakupan Penyediaan Informasi Data

Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan Setiap Tahun, yang

ditunjang dengan indikator kegiatan sebagai berikut :

a. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan

Daerah Kabupaten f Kota,

Adapun dokumen yang disusun adalah :

- Dokumen Pemetaan Kependudukan Tahun 2025

- Dokumen Itujian Dampak Kependudukan Tahun 2025

- Dokumen Data dan Informasi Keluarga Tahun 2025

c. pRocRAM PEMBTNAAT{ KELUARGA BERTNCANA ( KB I

Program ini dilaksanakan dengan indikatorf ukuran

keberhasilan yaitu Total Fertility Rate (TFR), Persentase

kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need),

Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive

(mCPR), Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian

Kontrasepsi, yang ditunjang dengan indikator kegiatan

sebagai berikut :
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- Pelaksalr.aan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi

(KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan

Budaya Lokal.

- Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan

KB (PKB/PLKB).

- Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan

Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di

Daerah Kabupaten/Kota

- Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi

Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam

Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

D.PROGRAM I( TAI{AI{AT{ DAN KESq'AHTERAAN

KELUARGA

Program ini dilaksanakan dengan indikator/ukuran

keberhasilan yaitu Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita

( BKB ) yang ber KB, yang ditunjang dengan indikator

kegiatan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- Terlaksananya kegiatan kelompok BKB.

b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi

Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam

Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga

- Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Mitra

dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan

Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,

BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi

Keluarga/UPPKS)
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Tabel 3.1 rincian perubahan program,Kegiatan,Sub kegiatan,

target dan pagu pada perubahan rencana kerja perangkat daerah

talrun 2025
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BAB V

PEITUTUP

Renja menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai

persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan

daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah

dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan

mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada

masyarakat atauCommunitg Base Deuelopment (CBD), melalui

keterlibatan lebih banyak para pelaku (stakeholdersl dalam

menciptakan Good Gauernance sesuai dengan tuntutan paradigma

baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan

kebijaksanaan yang dampaknya sampai kebawah (tríckle down

eÍfeetl sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar

dikedepankan.

Output Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana adalah Rencana Program dan Kegiatan Tahunan yang

disusun sesuai dengan Tüpoksi, Ttrjuan dan Sasaran yang

mengacu pada Renstra Dinas Pengendalian Pcnduduk dan

Keluarga Berencana Tahun 2025-2029.

Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026 yang

diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan

dalam pengambilan keputusan dan penyusttnan rencana di masa

mendatang oleh pimpinan dan jajaran pelaksana. Dengan

demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah

yang lebih baik dimasa datang.

WALI KOTA

DWIANA

Renía Dinos Pengentlalion Penrluduk dan Keluarga Berencona Tahun 2.026


